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TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI/, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Mentmbang

Mengingat

a. bahwa dalam rungka mewujudkan sinergitas penguatan
demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan program dan
kegiatan oleh seluruh mitra pembanglnan di tingkat pusat
dan daerah dan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi,
perlu drlaksanakan kegiatan koordinasi strategis penguatan
demokrasi Indonesia Tahun 2021;

b. bahwa agar pelaksanaar kegiatan sebagarmana drmaksud
dalam huruf a dapatberjalan secara efektif dan efisien, perlu
dibentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi
Indonesia Tahun 2021.;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai
angg;ota Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi
Indonesia Tahun 2021;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 124, Tambahatr
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. tJndang-lJndang Nomor g Tahun 2A2O bntang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
239, T amb ahan lnmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6570\;

3.Peratutan...
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
C ar a P elaksanaan Anggar an dan B elanja Negara seb agaimana
telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
201,8;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Ke me nte rian Pe re nc an aan P emb angunan Nasional I

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangrtnan Nasional sebagaimana telah
diub ah dengan P er atur an Presiden Nomor 20 T ahun 20 1. 6;

6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2Ol9 tentangPenataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2079-2024;

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 201,9 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

8. Petatutan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional / Ke p ala B adan P er enc anaan P emb angunan Nas io nal
Nomor 5 Tahun 2076 tentang Perencanaan, Pelaksana.an)

Pelaporan,Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggarun;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Na s io nal / K ep ala B adan P er enc anaan P emb angunan Nasional
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P er encanaan P emb angunan Nasiona I I

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL IENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDOMSIA TAHUN 2021,.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi
Indonesia Tahun 2021 untuk selanjutnya disebut Trm Penguatan
Demokrasi, dengan susunan keanggotaan seb agaimana ter cantum
dalam Lampir an Keputu san ini.

Tim Penguatan Demokrasi terdin atas Tim PengarahrPenanggung

J aw ab, Tim Pelaks ana, dan T enaga Pendukung.

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebrjakan,
menSawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memben
sar an pemec ahan atas permasalahan pelaksanaan kegratan.

Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap
seluruh pelaksanaan kegratan koordinasi penguatan demokrasi

KEEMPAT

Indonesia
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Indonesia T ahun 20 2 1. dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
kepadaTimPengarah.

Tim Pelaks ana bertugas:

a. melaknkan koordinasi dengan mitra pembangunan yaitu
Ke me nteria n / l*mb aga, P emer rntah D aer ah, Akade mi si, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Praktisi, Pelaku Swasta dan
Pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penguatan
demokrasi di Indonesia;

b. melaksanakan diskusi dan menganahsis kebijakan) program
dan kegiatan dalam penguatan demokrasi Indonesia dengan
Mitra Pembangunanl

c. mensinergikan pelaksanaan penguatan demokrasi Indonesia
dengan mitr a P embangunan;

d. melakukan sosialisasi dan diseminasi rencana pembangunan
bidang politik dan komunikasi baik j angka panjang, menengah
dan tahunan ke berbagai pemangku kepentingan dalam
r angka p enguatan de mokras i ;

e. melakukan koordinasi berkelanjutan pada kegiatan penguatan
demokrasi bercama mitra pembangunan dalam rangka
penyusunan Indeks Demokrasi lndonesia- dan

f. menyusun dan menyampalkan laporan hasil pelaksanaan
kegiatan kep ada Tim Pe nga r ah melalui P enanggung J aw ab .

T enaga Pendukung bertugas;

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam
penSumpulan data dan informasi; dan

b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang
ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

Segala biaya yang drperlukan dalam rungka pelaksanaan tugas
Ti m Pengu atan D emokras i dibeb ankan p ada Anggar an P endap atan
dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun
Anggaran 2021,.

KEDELAPAN: ..
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KEDELAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

.-*

z**
RR Rita Erawati

: Keputusan inibeflaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal 30 Apr1l2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/
KEPATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA



A. TIM PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

B. PENANGGI.JNG JAWAB

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Anggota

SALINAN

TAMPIRAN
KEPUTUSANMENTTRI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 36IM.PPN/HK/O 4 / 20 2 1.

TANGGAT 30 APRIL 2021

Menteri PPN/Kepal a Bappenas.

Deputi Brdang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, Kementerian PPN/ Bappenas.

Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian
PPN/Bappenas.

1.. Kepala Biro Teknis dan Hubungan
Partisipasi Masyarukat, Setjen KPU;

2. Koordinator Penyusunan Laporun dan
Dokumentasi Pemilu, Biro Logistik Setjen

KPU;

3. SekretarisJenderalBawaslu;

4. Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan, Setjen

Bawaslu;

5. Sub Koordinator Program dan Anggaran,
Setjen Bawaslul

6. Direktur Jenderal Politik dan
Peme rintah an U mum, Kementeria n D alam
Negeri;

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS

PENGUATAN DEMOKRASI INDOMSIA TAHUN 2021

7. Direktur...
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7. Direktur Politik Dalam Negeri,
Kementeria n D alam Negeri ;

8. Analis Kebijakan Ahli Madya Fasilitasi
kmbaga Pemerintahan dan Perwakllan,
Kementeria n D alam Negeri;

9. Deputi Brdang Koordinasi Politik Dalam
Negeri, Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan;

10. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan
Organisasi Masyarakat, Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hlkum, dan
Keamanan;

77. Kepala Bidang Penguatan Demokrasi dan
Kelembagaan Demokrasi, Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan:,

1 2. Sekretaris Utama, BPIP;

1 3. Direktur Pembudayaan, BPIP1

1.4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Komunikasi dan Infor matika;

15. Sekretaris Badan Litbang dan SDM,
Kementerian Komunikasi dan Informatlka;

16. Koordinator Penyusunan Anggaran,
Kementerian Komunikasi dan lnformatika;

17. Drs. lndrajaya, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

18. Dewi Sri Sotijaningsih, SE, M.Si,
Kementerian PPN/ Bappenaq'

19. Maharani, S.E, MBA, Kementerian
PPN/Bappenas;

20. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS, Kementerian
PPN/Bappenas;

27. lriani Mercy Sikirit, S.IP, Kementerian
PPN/Bappenas;

22. Munaya Nasiri, S.Sos, Kementerian
PPN/Bappenas.

D. TENAGA ...
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D. TENAGA PENDUKUNG

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

r.4*

gS*
RR Rita Erawati

1. Rubiyanto, Kementerian PPN,/Bappenas;

Z. Hanifa Eka Ramadhyam, S.l.p.

Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA


